



















































































b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
c. tertib penanganan air limbah domestik.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
perseorangan yang melakukan:
a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air

limbah domestik; dan

b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

(3) Insentif kepada lembaga, badan wusaha dan
perseorangan dapat berupa:
a. pemberian penghargaan; dan atau
b. pemberian subsidi.

(4) Ketentuan yang terkait dengan insentif akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada
lembaga, badan dan atau pelaku usaha dan
perseorangan yang:

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan
air limbah domestik; dan atau
b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
(2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan
perseorangan dapat berupa:
a. penghentian subsidi; dan atau
b. denda dalam bentuk uang, barang atau jasa.
(3) Ketentuan yang terkait dengan disinsentif akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
LARANGAN
Pasal 50

Setiap orang dilarang:

a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air
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(1)

(2)

(3)

limbah domestik terpusat tanpa izin penyelenggara
SPALD;

membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya
yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang
mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan
bahaya atau kerusakan jaringan perpipaan air limbah
domestik;

membuang air limbah medis, limbah cucian dan limbah
industri ke jaringan perpipaan air limbah domestik;
menyalurkan air limbah yang mengandung bahan
dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak
jaringan perpipaan air limbah domestik;

membuang air limbah domestik ke tanah, sungai dan
sumber air lainnya tanpa pengolahan yang
mengakibatkan pencemaran lingkungan;

menambah atau mengubah bangunan jaringan air
limbah SPALD-T tanpa izin; dan

mendirikan bangunan di atas SPALD-T tanpa izin.

BAB XIV
MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 51

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau
mengalami kerugian akibat dampak negatif yang
ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan air limbah
domestik dan atau perbuatan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 dapat menyampaikan
pengaduan

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara lisan dan atau tertulis. 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme
pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan

diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 52

(1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

(2)

@)

(1)

(2)

Pasal 51 ayat (2) memuat informasi:

a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat
informasi nama, alamat dan nomor telepon yang
bisa dihubungi;

b. lokasi terjadinya dampak dan atau perbuatan
dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik;

c. dugaan sumber dampak dan atau perbuatan dalam

kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan

d. waktu terjadinya dampak dan atau perbuatan

dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib dirahasiakan oleh penerima laporan.
Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 51 tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10
(sepuluh) hari  kerja, maka  pelapor dapat

menyampaikan pengaduan kepada Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan
sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagimana dimaksud pada ayat
(1), berupa:

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. pemberlakuan disinsentif;

d. pembekuan sementara izin;

pencabutan izin; dan

[q]

denda administrasi.

b
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(3)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan
penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 54

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus

sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana  pelanggaran Peraturan Daerah ini,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum

Acara Pidana berlaku.

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pindana pelanggaran agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pelanggaran tersebut;

c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana tersebut;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan
dokumen-dukumen lain;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan;
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3)

g. melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pindana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan dengan

sengaja melakukan pengelolaan air limbah domestik tanpa

memiliki izin diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pengelolaan Air Limbah

Domestik akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
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Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 8 Februari 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal, 9 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1-6/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

s
H. MUKHLISIN,S.H.M.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003
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